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SALINAN

BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

Menimbang: a. bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 58 Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak
Daerah, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Penerangan Jalan di Kabupaten Demak;

o

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. .

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4]/

Mengingat
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Menetapkan :

Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079 );

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2012 Nomor 3).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

B

Daerah adalah Kabupaten Demak ;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
Bupati adalah Bupati Demak;

Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah
adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan
Daerah Kabupaten Demak;
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No

10.

11.

12.

13.

14.

1.

16.

(1)

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Demak;

Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah
Perusahaan Listrik Negara (Persero);

Bukan PLN adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang
kelistrikan;

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber
lain;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah;

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumiah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak
terutang;

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut Pajak atas setiap
penggunaan tenaga listrik;




(2) Obyek pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik
baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber
lain.

(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud ayat (2)
meliputi seluruh pembangkit listrik.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek Pajak Penerangan Jalan adalah :

a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Daerah; A

b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh
kf:dutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga
Internasional dengan asas timbal balik;

c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas
tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;

Pasal 4

(1) Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan tenaga listrik.

(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan tenaga listrik.

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain maka wajib
Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

(4) Termasuk penyedia tenaga listrik adalah PT. Perusahaan Listrik
Negara (Persero).

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga

Listrik.

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan :

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan
pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan
biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian
kWh /variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga
Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat
penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, jangka
waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku
di wilayah Daerah.Q(




(3) Harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah sebagaimana

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar Rp.450,- (empat ratus lima
puluh rupiah) per kWh.

Pasal 6

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 9 % (sembilan
persen).

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan
Jalan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).

Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak
Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima
persen).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di Wilayah Daerah;

Besarnya pajak Penerangan Jalan terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan

dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dengan

rumus sebagai berikut :

a. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain selain oleh industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam :

Besarnya pajak = jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah
dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang
ditagihkan dalam rekening listrik x 9 %
(sembilan persen).

b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam :

Besarnya pajak = jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah
dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang
ditagihkan dalam rekening listrik x 3 % (tiga
persen).

c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri :

Besarnya pajak = kapasitas tersedia x tingkat penggunaan
listrik atau taksiran penggunaan listrik x
jangka waktu pemakaian listrik x harga
satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah
x 1,5 % (satu koma lima persen).

Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan
untuk penyediaan penerangan jalan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.



BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

l

Pasal 8

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu) bulan kalender.

Pasal 9

Pajak Penerangan Jalan terutang dalam masa pajak terjadi pada saat
penggunaan tenaga listrik.

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

3)

(1)

Pasal 10

Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.

SPTPD sebagaimana yang dimaksud. pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib
pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang
diperlukan. R

SPTPD dibuat rangkap 2 (dua), 1 (saty) lembar untuk Wajib Pajak
dan 1 (satu) lembar untuk Dinas Pengelolaan Keuangan Dan
Kekayaan Daerah.

BAB VI
PEMUNGUTAN
Bagian Pertama
Tata Cara Pemungutan
Pasal 11
Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang dengan
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan perpajakan .
Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar
dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
Pasal 12
SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan

untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan dan melaporkan
pajak sendiri yang terutanglr
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(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Bupati dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka
waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis
tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan
dalam surat teguran;

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan / atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1) dan angka 2)
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua
persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika
wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

(6) Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 25% ( dua puluh lima persen ) dari pokok pajak
ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 13

(1) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT
adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) SPTPD untuk Wajib Pajak PT. PLN (Persero) berupa Daftar
Rekapitulasi Tagihan Listrik yang antara lain memuat data jumlah

pelanggan, jumlah pembayaran penjualan tenaga listrik dan jumlah
rupiah Pajak.




Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak
Pasal 14

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaiman
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat

. terutangnya pajak.

(3) SKPDKB yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 15

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari
erja setelah saat terutangnya pajak.

. (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 16

Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur sebagai

berikut :

a. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ketempat pembayar
yang ditetapkan atau melalui transfer ke rekening Kas Daerah.




(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(1)

bukti pembayaran atau bukti transfer disampaikan /ditembuskan ke
pengelola Kas Umum Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan
Dan Kekayaan Daerah.

apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan melalui transfer,
maka pembayaran akan diakui setelah dilakukannya kliring oleh
Bank tempat pembayaran.

Untuk Wajib Pajak PT. PLN (Persero) menyetor hasil penerimaan
pajak secara bruto ke Kas Daerah paling lambat tanggal 25 pada
bulan berikutnya.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding
Pasal 17

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas suatu :

SKPDKB;

SKPDKBT;

SKPDLB;

SKPDN; dan

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan
melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat
Keberatan.

®po0gp

Pasal 18

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.




(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya
pajak yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang
ditetapkan oleh Bupati.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima,
dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

Pasal 20

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
wajib pajak dikenai sanksi adminstratif berupa denda sebesar 50%
(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan

Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding
dikurangi dengan pembgyaran Pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.
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Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Adminstratif

Pasal 21

(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan
tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah,;

(2) Bupati dapat :

a.

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau
bukan karena kesalahannya;

mengurangkan atau menambahkan SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

mengurangkan atau membatalkan STPD;

membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; dan

mengurangkan  ketetapan  pajak terutang  berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi
tertentu objek pajak.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan
pengurangan atau pembatalan tagihan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :

a.

b.

C.

Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia kepada Bupati, dengan alasan yang jelas.
berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Bupati melakukan pengkajian dan penelitian.

keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi, pengurangan atau pembatalan tagihan pajak
ditetapkan oleh Bupati.

paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati harus memberikan
keputusan dikabulkan atau ditolak.

apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana
dimaksud pada huruf d, Bupati belum memberikan keputusan,
maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap
dikabulkan.}~
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BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan
dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak
tersebut.

P@ngembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran Pajak.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Bupati.

BAB VIII
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa

setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat

terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak

pidana di bidang perpajakan daerah.

Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung
maupun tidak langsung. 4/
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(4)

(5)

(1)
(2)
(3)

(1)

(2)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung
sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Pajak.

Pasal 24

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang

sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa

diatur sebagai berikut :

a. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati perihal
piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;

b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati
menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah
kedaluwarsa.

BAB IX
PEMERIKSAAN
Pasal 25

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan Obyek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.& ’
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BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 26

(1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional
dibayarkan kepada :

a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan
keuangan Daerah;

b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
Daerah;

c. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana pemungut pajak sesuai
dengan tanggung jawab masing-masing.

d. Pihak lain yang membantu SKPD pelaksana pemungut pajak.

(3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai
remunerasi.

(4) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Penerangan Jalan sesuai
ketentuan/peraturan perundang-undangan.

(5) Besarnya insentif ditetapkan paling besar 5% (lima per seratus) dari
rencana penerimaan Pajak Penerangan Jalan dalam tahun anggaran
berkenaan.

(6) Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak Penerangan
Jalan yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan masih

dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutang. &~
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Demak. ‘

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 /(Pn | sow

WAKIL BUPATI DEMAK,

/

MOH. DACHIRIN SAID
Diundangkan di Demak
pada tanggal 19Aqn| 30

SEKRETARIS DAERAH SALINAN

KABUP. N DEMAK

POERWONO SASMITO
-~

15



JDIH
Typewritten Text
SALINAN

JDIH
Typewritten Text


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR |0 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

I. UMUM

Sehubugan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemungutan Pajak
Penerangan Jalan yang selama ini diatur dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan
perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk keperluan itu,
Pemerintahan Kabupaten Demak telah menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah dimaksud agar dapat
implementatif dan operasional dalarh pelaksanaannya serta dalam rangka
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak
Penerangan Jalan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,
serta peran serta masyarakat, dan akuntabilitas maka perlu diatur dalam
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Penerangaz;; Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.(
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Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
. Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
‘ Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas!
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2012 NOMOR 10
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.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 10 TAHUN 2012

A. SPTPD PAJAK PENERANGAN JALAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SKPD PENGELOLA SURAT PEMBERITAHUAN

i emak PAJAK DAERAH ( SPTPD) No. SPTPD : ...

Ielo, (0291)
NAMA : wertsreresssenaassnesanas
ALAMAT D et s b saa s s s
NPWPD et et sr s b b st s

PERHATIAN :
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada SKPD Pengelola Pajak Daerah Kab
. Demak, paling lambat tanggal ...........ccccceuunee
3. Diisi dengan keadaan pada tanggal ...
4. Harap menggunakan lembaran kertas Ialn jika jawaban tidak cukup tersedia dalam kolom SPTPD ini.

DIISI OLEH WAIJIB PAJAK

PAJAK PENERANGAN JALAN
1. Masa Pajak : Tahun :

Jan |Peb {Mar |Apr |Mei [Jun [Jul [Ags [Sep |Okt {Nop |Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

2. Jumlah pembayaran dan pajak terutang untuk masa pajak sebelumnya ( akumulasi dan awal masa pajak
dalam tahun pajak tertentu)

a. Masa pajak I 1| O S/ATEl i
b. Dasar pengenaan (jumlah pembayaran TRP. e

penjualan tenaga listrik yang diterima )
c. Tarif Pajak (sesuai Perda) e eensressennne %
d. Pajak terutang (bxc) TRP. e

3. Jumlah pembayaran dan pajak terutang untuk masa pajak sekarang ( Iamplran foto copy dokumen )
. a. Masa pajak TTEl e S/A TGl coorercreerrererernne

b. Jumlah pelanggan D ssss e e see s serasans
c. Dasar pengenaan (jumlah pembayaran TRP. e

penjualan tenaga listrik yang diterima )
d. Tarif Pajak (sesuai Perda) HVOUN %
e. Pajak terutang(cxd) TRP. e
Terbilang L e e b b et e se s as st s b aa e s bR A sk e b s enRebe s erbeta te

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sanksi sesuai dengan ketentuan undang-
undang yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan
tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar dan jelas.

..............................................

...........................

Nama Jelas

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima tanggal
Nama Petugas
NIP
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B. SKPDKB PAJAK PENERANGAN JALAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SKPD PENGELOLA SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)
1 | - Demak Telp. (0291} ........

. Berdasarkan pasal 12 Peraturan Bupati Demak Nomor ...... Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksnaan
Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas
pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak
Nama Pajak

Il. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar
adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Rp.
2. Pajak yang terutang Rp.
3. Kredit Pajak
. a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp
b. Sekarangyang dilakukan Rp.
¢. Lain lain Rp.
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp.
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok (2 — 3d) Rp.
5. Sanksi administrasi
a. Bunga (pasal 12 ayat(3) ) Rp.
b. Kenaikan (pasal 12 ayat (4) ) Rp.
c. Jumiah sanksi administrasi (a+b) Rp.
6. Jumlah yang masih harus dibayar {4 + 5c) Rp.
PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Pembantu Penerimaan (SKPD Pengelola Pajak Daerah)
atau Kas Daerah { PT. Bank Jateng Cabang Demak) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah
(SSPD)

2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % {dua persen) per bulan.

‘ Demak, ....cccervremerrnnen.
An. BUPATI DEMAK
SKPD PENGELOLA PAJAK
Kepala .....ccenpereeverneens
NIP.
Gunting disini
No. SKPDKB : ......ccoeruerees k

TANDA TERIMA

NPWPD

Nama

Alamat
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C. SKPDKBT PAJAK PENERANGAN JALAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SKPD PENGELOLA SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)
I ... Demak Telp. (0291} ........

Berdasarkan pasal 12 Peraturan Bupati Demak Nomor ...... Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksnaan
Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas
pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak

Nama Pajak

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar
adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Rp.
2. Pajak yang terutang Rp.
3. Kredit Pajak

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp

b. Sekarang yang dilakukan Rp.

c. SKPDKB Rp.

d. Lainlain Rp.

e. Jumlah yang dapat dikreditkan {a+b+c+d) Rp.
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok (2 — 3e} Rp.
5. Sanksi administrasi

a. Bunga (pasal ..... Rp.

b. Kenaikan (pasal ayat...) Rp.

¢. Jumlah sanksi administrasi (a+b) Rp.

6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c) Rp.

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Pembantu Penerimaan (SKPD Pengelola Pajak Daerah)
atau Kas Daerah ( PT. Bank Jateng Cabang Demak) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah
(SSPD)

2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh} hari sejak
SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.

Demak, .....ccceeenmereerenns
An. BUPATI DEMAK
SKPD PENGELOLA PAJAK
Kepala ......coovveerrucninranne
NIP.
Gunting disini
No. SKPDKB : ..................

TANDA TERIMA

NPWPD et seess s sasnsnens

Nama e e

AlaMat e e e e

WAKIL BUPATI DEMAK,

/

MOH. DACHIRIN SAID
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